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GUBERNUR BENGKULU 
PERA.TTJRAN DAERA.H PROV!NSI BENGKULU 

N0MOR 

TENTANG 

2012 

SISTEM JAMINAN KESEHATAN DAERAH PROVlNSI BENGKULU 

Nlenimbang 

~vlengingat 

DENGAN RI\HMAT TUHAN YAi"\/G MAHA ESA 

GUBERNUR BENGKULU. 

a. bahwa setiap orang miskin berhak mendapatkan layanan 
kesehatan da.TJ. jaminan sosial yang memungkinkan 
pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia 
yang berrnartabat, agar dapat memenuhi kebutuhan 
dasar daJam upaya meningkatkan taraf hidup menuju 
tervrojudnva masyarakat yang sejahtera adil dan 
ma.lunur: 

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan 
kesehatan kepada penduduk atau keluarga miskin di 
Provinsi Bengkulu yang belum mendapatkan 
jamkesmas/ Jamkesda Kabupaten/Kota dan asuraTJ.si 
kesehatan lainnya; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimal,;:sud huruf a dan huruf b perlu dibenruk 
Peraturan Daerah tentang Jaminan Kesehatan Daerah 
Provinsi Bengkulu; 

l. l:ndar1g-L:nda..rig Nomor 9 Tahun i 96 7 'entang 
Pembentukan Provmsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
Le:nbaran RepL:blik Indonesia Nomor 2828,: 

2. l:ndang-Cndang Nomor 28 Tahun i 999 T<:"nrnng 
Penye!enggaraan Negara yang Bers1h nan B<"bas dz,n 
Kon.i.psi. Koiusi. d8s1 Neporisme ILembaran )iegar;:i 
Repubiik l:1cicnesia Tai-:un 1999 :~omor 75. Tarnbaha..:. 
:.e:-r:bc"..;·a..ri \"egaa Re;Ji.:.blik Indonesia Nomor 3851) ; 



 

3. Undang-Undang l'iooor T;cfrrn:1 2003 Tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tab un 2000 :'lorn or -+ 7. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4286) 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 200ct Nomor 66, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor -+400); 

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentru1g 
Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Repubiik 
Indonesia Tahun 200ct Nomor 116. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4-+31); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembru·an Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerimahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jarninan Sosial Nasional, (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150. Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia '.'lomor -1--156): 

9. Undang-Undang Namer 23 
Administrasi Kependudukan 
Republik Indonesia Tahun 

Tahun 2006 tentang 
/Lembaran Negara 

2006 Nomor 12-+. 
Tamb2.han Lcmbaran :S:egara ;:epublik Indonesia 
Nomor 4676\: 

10. l'.ndiu,g-Undang "iomor :.a.::.u::-: 2007 -emang 
Rencc .... n.a Pem 0<'.Ulgttr:ar,. .J &11gk2 Pan Jang Nasional 
(Lemb2.ran Nt>gara Repubiik bcionesia Tahun 2007 
:'-iomor 33. Tambahan Lemb2.ran Negara Repubiik 
!ndonesia Nomor -+7001: 



 

11. Undang-Cnoor..g Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor l-l-4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang 
Rumah Sakit, (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembarar1 
Negara Republi.1< Indonesia Nomor 5072); 

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang 
Penanganan Fakir Miskin. (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 

15. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Sadan 
Penyelenggaraan Jaminan Sosial; 

16. Peraturan Pemerimah Nomor 23-Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum. 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambal-ian Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502 ); 

17. Peraturan Pemerintal"l Nomor 56 Tahun 2005 ten tang 
Sistem Inforrnasi h:euangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4576); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentar1g 
Pengelolaan. Keuangan Daerah (Lembara..-1 ;'1/egara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor PO. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor .l578); 

19. Peraturan Pemerinta.'J. Nomor 38 Tahun 2007 ,entang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemenntah. 
Pemerintah Daerah Provinsi. da.'1 Pemerintah Daerah 
h:abupaten/!-:ota. ,Ler.ibaran Negara Repubi:K 
Indonesia Tahu n 2007 Norn or 82. Tamb2h2J, 
Lembaran Negara RcpubEk Indonesia Nomor ..t/37 .. i: 

2C. ?eraturan Pemenntah :'-ior:10r _c_::_ Tahun 2007 temar:; 
Orgarnsasi Perangkat Daera.1:. 1Lembarar. :•,egarc, 
Republik Indonesia Tahun 2007 :'-iomor 89, Tambahar1 
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 47411; 



 

.. 

21. Peran1nu1 Femt'rintah Nomor 53- "::ahun_ 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negen Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7-1-, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

25. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAh.-YAT DAERAH PROVINS! BENGKULU 

dan 

GUBERNUR BENGKULU 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAt'l DAERAH TENTANG SISTEM JAMINAN 
KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) PROVINS! BENGh:uLU 

BABI 

KETENTUAN CMGM 

PasaJ 1 

Dalarn Peraturan Dct('ral~ i~i ·,tcu~g ch :n~ ..... 1.;.sud C:"'c.11ga .... '1: 

1. uaerah adaiah Pro\·msi Bengkuiu. 

2. Peme:-in;al1 Dn~:-a.l-i adahili C·ube:·:-!ur ca:1 Perat1gk.2t !:.·'acrc .... l-: !->c-bc=~!! .. -1 

l! nsu:- p~n'.·eien~g~r7.ar. ,";t"me:-~n ~;:-u'1("Gl G<:~:"ci::-1. 

"3. Gubernur adaiah GL:b,,:-:,ur Ee:1gktdu. 

)J 
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J. Dewar1 P<>rcvakiian Rakyat Dae rah. se!anJutnya <lisingkat DPRD. adalah 
DPRD Provinsi Bengkulu. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat 
APED. adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan 
Perwakilan Rah-yat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

6. Dinas Daera11 adalah Dinas Daerah Provinsi Bengkulu sebagai 
unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang melaksanakan 
tugas di bidang kesehatan. 

7. Rumah Sakic Umum Daerah yang disingkat RSUD adalah Rumah Sakit 
Umum Daerah (RSUD) M. Yunus. 

8. Rumah Sakit Privat adalah Rumah Sakit yang pengelolaaannya 
di!akukan oleh S\\·asta 

n Jaminan I-:esehatan Daerah selanjutn:va d1smgkat Jamkesda adalah 
S1stem Jaminan Keseharan yang diselenggaral~an oleh Pemerintah 
ProYinsi Bengkulu. 

10. Penyelenggara Jamkesda Bengkulu adalah satuan kerja atau unit 
kerJa \·ang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan program 
Jamkesda. 

11. Paket Pemeliharaan Kesehatan adalah kumpulan pelayanan kesehatan 
\·ang diselenggarakan oleh Penyelenggara Jamkesda Bengkulu untuk 
kepenringan peserta dalam rangka mel.indungi da.n meningkatkan 
derajat kesehatan masyarakat. 

12. Pemberi Pelayanan Kesehatan selanjutnya disingkat (PPK) adalah 
orang a.tau institusi pelayanan kesehatan yang membenkan 
pelayanan kesehatan kepada peserta Jamkesda berdasarkan suatu 
perja.njian kerjasama. 

13. 1-:.Jaim adalah suatu cara pembayaran kepada PPK berdasa.rkan 
pelayanan yang telah diberikan kepada peserta yang dibaya.rkan 
setelah melaksanakan pelayanan. 

l-1-. Penduduk Pro\·ins1 Bengkulu adalah setiap orang yang terdafta.r dan 
memiliki ka.rtu tanda penduduk dan berdom1sili di Provinsi Bengk-ulu: 

15. Penduduk miskin adalah orang yang sama sekal1 tidak mempun:,ai 
sumber mata pencaharian da.n/atau mempunya.i sumber ma.ta 
pencaharian tapi tidak mempunyai kema.mpuan memenuhi 
~Pbuiuhan dasar Yang lHyak bagi kt:~hidupan dirlnya da:1 nrriu 
keluarga...-iya: 

i). l'\.t.,f>c.ruhan das<tr Hdalah kebutuhan par"!g:an. sa1:ct1ng, per---~1mab2-:1. 

ke~ehcna::_ pe=:ciidikan, Dt'kery1ru1. dar.. 1 atau pe!a~\ ~!ctn st,si<d. 

0 r 



 

3AB :I 

TUJUAN DAJ\J RCANG LINGKl.iP 

Pasal 2 

Tujuan diselenggarakannya Sistem Jamkesda untuk menjamin clan 
meningkatkan mutu layanan kesehatan terhadap penduduk miskin di 
Provinsi Bengkulu. 

Pasal 3 

Ruang Lingkup Jaminan Kesehatan Daerah meliputi penduduk miskin 
yang membutuhkan layanan rawat jalan clan rawat inap pada Rumah Sakit 
Daerah Provinsi Bengkulu, clan layanan rujukan pada tingkat lanjutan. 

BAB !II 
ASAS DAi'\J PRINSIP PENYELENGGARAAN 

Pasal-+ 
Sistem Jamkesda berdasarkan: 
a. asas kemanusiaan; 
b. asas manfaat; 
c. asas keadilan. 

Penyelenggaraan Jamkesda 
sebagai berikut : 
a. .Keterbukaan; 
b. r-.:eha,i-hatian; 
c. Akuntabilitas; 
d. Non diskriminasi. 

Pasal 5 

dilaksanakan berdasarkan atas prins1p 

BAB IV 
KEPESERTAAN 

Pasal 6 

Pesena Jarnkesda :;.dalah ,;Ptiap penduduk Pronnsi Bengku!u vang 
dikualifikasikan m1skin de:~gan kt'rer:rua.n: 
, 11 Bel um :nenclaparkar, _;arninan keseha.ran melc>Ju1 program Jamkesmas 

ci2 ..... 11, cttaL: .J~:.....ri-J..:escia :~abupc.te:1 , ;..:or-a ac:.n a:au asun,nsi kesehatan 
l2i...1r:sa. 

t21 Peserta Jc..mkesda Kc::.~Jupc~te-n i...:ota =--<---~g cd2k mt>:1d?..pat layanan 
kesehatar .. !anju~an s2!71pai p2.C!a. RS~ _ _.D d.:i..:: a~au :-1..!JUk~1: pada tir:.gkal 
iar..jutc....1.:.. 



 

BAB·.-
JENIS LAYANAN E:ESEHATAJ./ 

Pasal 7 

(l) Jenis layanan Kesehatan Jamkesda meliputi: 
a.Rawat Jalan Tingkat Lanjutan 
b.Rawat Inap tingkat lanjutan (RlTL) 
c. Pelayanan Rujukan kepada Rumah Sakit Tingkat lanjutan. 

(2) Rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanalrnn 
pada ruang perawatan Kelas III. 

Pasal 8 

11) Pemerintahan h.abupaten/Kota dalam Provinsi Bengkulu wajib 
memberikan jaminan kesehatan sa.rnpai dengan tingkat lanjutan. 

12) Bagi Daerah Kabupeten/Kota yang tidak memberikan jaminan 
kesehatan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dibebankan kepada jamkesda provinsi. 

(31 Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur 
dalam perjanjian kerja sama antar dcterah tentang layanan kesehatan 
lanjutan. 

Pasal 9 
Jenis pelayanan Jamkesda yang dapat dimanfatkan pasien sama dan setara 
dengan jaminan kesehatan yang diterima oleh pesertajamkesmas. 

BABVI 
PROSEDUR LAYANAN 

Pasal 10 

11) Setiap penduduk yang akan mendapatkan layanan kesehatan melalui 
Jamkesda harus dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin (Sh.!VI) 
dari Lurah atau Kepala Desa yang diketahui Camat. 

!2! Dalam hai keadaan darurat. Sl~lll dapat ciisusulkan oleh Yang 
bersangkutan atau keluarga pasien selama dalam pernwatan. 

Pasal 11 

111 Pelasanan keseha[an dapat c:1iakuk2-.:,: 
a Tanpa rujukan; 
b Dengan Rujuk2J1. 



 

(2) Layanan keseharan t.. npa rujukan se-ba:;;dl:nana ..1!rr-..u<s\..d pact a .i.vat , 1) 
huruf a dilakukan terhadap pr,sien dalam kondis1 darurat pada 
Unit/Instalasi Gawat Darurat. 

t3) Layanan kesehatan Dcngan RuJukan sebagrumana dimaksud pada avrat 
(!) huruf b harus didasa.rkan pada indikasi mcdis bukan atas 
pe-rmmrnan peserta. 

BAB VII 

PENYELENGGARA JAMINAN KESEfL\TAN DAERAH 

Pasal 12 

, L Penve-le-nggara Ja.mkesda dila.ksana.kan ole-h Sadan :.aya.nan Umum 
Rumah Sakn M.Yunus Bengkulu. 

> Be-ntuk dan Struktur Organ1sas1 Penyelenggara Jamkesda ditentukan 
oleh Penyelenggara. 

Pasal 13 
Pe-nwlenggara Ja.mkesda sebagruma.na dimaksud dalam Pasal 12 
bertugas: 
a. Melakukan kerjasama dengan PPK tingkat lanjutan: 
½. mdakuka.n venfikas1 terhadap klaun dan m.,mbanu· b1ma 

pcla_yanan kesehatan. 
:21 Verifikas1 pasien Jamkcsda mclipun verifikas1 adm1mstras1 pas1en, 

admimstrasi pelaya.nan dan admmistras1 keuangan. 
(3) Proses wrifikasi dan pen gajuan kla.im dan PPK tmgkat lanJutan 

ditetapkan lebih la.njut oleh Rumah Sakit. 

BABVlll 

SUMBER DANA DAN PENGAWASAN 

Pasal !.l 
( i l AJokasi pembiayaan Ja.'Tikesda diangg2.:·ka,.": dd!:::.m ,\,""1g6• r ,~ 

Pt:>ndapatcl!l dan B,~!anJa Daerah ProHns1 Bengkulu. 
(2) Dalam hal terdapat kerjasam;i dengan Pemer,ntd1.u- J?.tr an 

l(abutJatentKoia sebag,unana dimnksud Pasal 8 dYa, 121 •1,.n , 1,. 71.k.1 

1wmb, \ ,:,m r., p,lt dila.kuka.'1 bt>rs,tma dt ng.i- ,\ngg J",t l Pe-n.'a"'at,m 
Be-Ian~, n.:, rah l-:<ibupatt'r.1 i(Olct 

j 



 

Pasal i5 
Pengawasan terhadap pengelolaa.11. keuangan Badan Penyelenggara 
Jarnkesda dilakukan oleh instansi yang ben,enang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB IX 
LARANGAN 

Pasal 16 

(1) Penduduk miskin di Provinsi Bengkulu yang telah mendapatkan 
jarninan kesehatan jarnkesmas dan jamkesda Kabupeten/Kota atau 
jarninan kesehatan lainnya, dilarang mendapatkan jaminan kesehatan 
yang ditanggung oleh Jamkesda Provinsi, kecuali sebagaimana diatur 
dalam Pasal 8. 

{2) Perugas Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan Jamkesda 
dilarang memungut biaya dalam bentuk apapun terhadap pasien 
Jamkesda. 

BABX 

KETENTUAN PENY1DIKAN 

Pasal 17 

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah P:-ovms1 
diberi v;·ewenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggara.ri 
Pe~aturan Daerah ini. 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksµd pada ayat (1) mempunyai \,ewenang: 
a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tenrang adanya 

tindak pidana: 
b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian sena 

melaln1kan pemeriksaan; 
c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda 

pengenal din tersangka; 
d. Melakukan penyitaan benda dan/ atau sura1; 
e. Mengambil sidik jari dan memoLret seseorang; 
f. :-Vlemanggil seseorang untuk d1deng,u- dan diperiksa sebagru 

tersangka arau saksi: 
g. :-.!e;idat2ngkr>J1 orang ,Lhli y;c;J1g d:periuk= d,Ja..-n hubungar:. 

cie-ngan pemeriksaan perka.ra: 

ft 



 

h. Mengadakan penghem.ian penyidikan setelah mendapat perunjuk dari 
peny.id.ik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut 
bukan merupakan t.indak pidana dan selanjutnya melalui penvid.ik 
memberitahukan ha! tersebut kepada penuntut umum, tersangka 
atau keluarganya: 

1. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (11 memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampa.ikan hasil penyid.ikannya 
kepada penuntut umum sesuai ketentuan yang diarur dalam 
Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara 
Pidana. 

BAB XI 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 18 

( 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 ayat (1), (2) dapat dikenakan pidana kurungan pai.ing lama 3 
(tiga) bulan atau denda pal.ing banyai< Rp. 50.000.000 (lima puluh juta 
rupiah). 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
pelanggaran. 

BAB Xll 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasa.i 19 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku semua ketenruan yang 
mengatur penyelenggaraan Jamkesda yang telah ada sebelum berlakunn, 
Peraturan Daerah im tetap berlaku sepanjang tidak benentangan dengan 
Peraturan Daerah ini. 



 

BAB XIII 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal 20 
Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini 
sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Gubernur. 

Pasal 21 

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sesuai dan berpedoman 
pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 22 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Provinsi Bengkulu. 

Ditetapkan di Bengkulu 
pada tanggal C3- of 2012 

Plt. ·ouBERNUR BENGKULU 
/ 

______ w_A_Kl_LJZ~UR, 

H. JUNAlDI HAMSYAH 

Diundangkan di Bengkulu 
pada tanggal ~- 0(5, 2012 

SEKRETARIS DAERAH 
PROVINS! BENGh.'DLU, 

A·/ 
Drs.H. ASN I A LAMAT M.Si 

Pe a Utama Madva 
- Nip.19530812 197803 1· 006 

LEMBARAN DAER.AB PROVI?\'SI BENGKULU TAHUN 2012 NOMOR 1" 



 

I. UMUM 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU 

NOMOR 1- 2012 

TENTANG 
SISTEM JAMINAN KESEHATAl'l" DAERAH tJAMI~SDAJ 

PROVINS! BENGKULU 

Realisas1 Pasal 3-+ ayat (2) UUD 19..is. yang memberikan 
kewaJiban dan Negara untuk memberikan pelavanan dasar bag1 
masyarakat fakir dan miskin, serta anak-anak t<'rlantar, ditindaklanjuti 
oleh Negara dengan meny1apkan Program Jamman Keseharan 
'vlasyarakat (Jamkesmas). Pelak_sanaan Program Jamkesmas ini dalam 
tataran praktik belum mampu menJangkau seluruh lapisan masyarakat 
yang dikategorikan fakir dan m1skin tersebut. Kondisi Vang demikian ini 
tentu menuntut adanya tanggung Jawab dari Daerah untuk Juga 
memberikan pelayanan dasar berkaitan dengan Jam1nan Kesehatan 
tersebut, yang kemudian diwujudkan dalam Program Jaminan Kesehatan 
Masyarakat Daerah (Jamkesda). 

Apabila dilihat dari karakter penyelenggaraan Pemerinrahan 
Daerah dalam wujud desentralisasi, realisasi dari pelaksanaan Program 
Jamkesda ini akan menjadi salah satu \rnjud karakter yang melekat bag1 
Daerah untuk membenkan pengaturan dan pelayanan yang prima bagi 
masyarakat Daerah. Provinsi Bengkulu sebagai salah satu daerah yang 
diberikan tang,,aung jawab untuk penyelenggaraan desentralisas1 di 
Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga telah menindaklanJutl 
tanggung jmrab pelayanan dasar khusus berkaitan dengan Jaminan 
Kesehatan bagi masyarakat Provms1 Bengkulu. Real1sasi im kemud1an 
dilakukan dengan memberikan pengaturan dan peiaksanaan Program 
Jamkesda di Pronns1 Bengkulu. yang kemudian dian.:r dalam O<"n·uk 
Peraturan Daerah. 

Pengaturan yang d1atur dalam Peraturan Dae~an tentang 
Jarnkesda m1 m<"mb<"rikan 0atasan secara '<"gas b<"rkaitan c!eng,m 
kclompok masyarakat , ang akan mendapatka.I1 pe!a\ ~illc1r .. n Gasar ca.lam 
P:-ogram \Jamkesdct. \:a1tu dalc.Lrn h<1.l ir11 diperunrukkr..r. bag1 mas\ 2rakat 
r:1:skin .. -nau tidcik :::1? .. r:1p~ yc.<.ng c~.d.:-.. ri! Prf'\·i::s: l..;1.t:-:.gkulu C~<l11 belum 
21:~:1da;Jrukan k~riu pt'sert.a~?..J'""i'!kt'Si"T.c.;,s d~.._~ •t -- ::--kesdc:. kd.buparer~ 1

-(Vic:: .. 



 

... 
Pembatasan yang tegas terhadap kelompok :nasyarakar di atas. 

sejalan dengan upaya pengembangan Program Jamkesda yang dilakukan 

secara bertahap dengan memperhatikan daya beli masyarakat, 

pengembangan program yang berkelanjutan, serta capaian manfaat yang 

bersifat menyeluruh (komprehensif) yang meliputi promotif, preventif, 

kuratif dan rehabilitatif serta meliputi jaminan rawat jalan tingkat 

lanjutan, rawat inap, gawat darurat dan penunjang. Dengan pengaturan 

yang demikian ini diharapkan penyelenggaraan Program Jamkesda dapat 

menjamin peserta dan/atau anggota keluarganya untuk memperoleh 

manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi 

kebutuhan dasar kesehatan. 
Penyelenggara Program Jamkesda ini dibentuk secara langsung 

oleh Pemerintal1 Daerah, untuk kemudian bertanggung jawab kepada 

Gubernur. Bentuk dan struktur penyelenggara Program Jamkesda ini 

ciiselenggarakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
Cukup Jelas 

Pasal 2 
Cukup jelas 

Pasal 3 
Cukup Jelas 

Pasal 4 
Hurufa. 

Yang dirnal(sud "Kemanusiaan" adalah nilai kodrati bahwa manusia 

makluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang paling tinggi 

kedudukannya dibandingkan makluk ciptaan Tuhan Jainnya 

Huruf b. 
Yang dirnal,sud dengan "Manfaat" adalah ditujukan untuk menjan1in 

seriap penduduk Provinsi Bengkulu memenuhi kebutuhan pelayanar1 

kesehatan yang layal, yang dapat mernungkinkan rakyat berproduksi 

dengan melakukan produktivitas sosial dan produkti\·itas ekonom1. 

Hun.if c-. 
Yang d1maksud asas ··;,;_ea.<l1ian- ada.l2J1 :'vlenjamm aga;- se!-:l,:a 

penduduk yang sakit mcndapatkan pengoba,an atau pembedahm, 

,.-ang dibutuhkan meskipun 1a miskin atau tidcJ~ r.1m-n.p1..L 



 

Pasal 5 
Cuh.""1.lp jelas 

Pasal 6 
Cukup jelas. 

Pasal 7 
Ayat (1) 
Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cukup Je!as 

?asal8 
Ayat (1) 
Cukup jelas 

Arnt (2! 
CukupJdas 
Avm(1\ 
Cukup Jelas 

Pasal 9 
Ayat (1) 
Cukup Jdas 

Pasal 10 
Ayat (1) 
CukupJelas 
Ayat (2) 
Cukupjelas 

Pasal l 1 
Ayat (l) 
Cukupjelas 

Ayat (2) 
Cukup jt'lRs 
Aym (3) 
Cuku,, ~t•bs 

Pasal 12 
.',n1.til1 

<... ,kup i<'! ·s 
\\dt 12) 
Cuk .. n jdas 

t\1sal 1.1 
.\Yd~ { 1 I 

Cu~:up jdas 
.\~at 121 
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Cukup jelas 
Ayat (3) 
Cukupjelas 

Pasal 14 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
Ayat (2) 
Cukup jelas 

Pasal 15 
Cukup jelas 

Pasal 16 
Ayat (1 l 
Cukupjelas 

Ayat (21 
Cukup jelas 

Pasai 17 
Ayat (1) 
Cukup jelas 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
Ayat (3) 
Cukup jeias 

Pasal 18 
Ayat (1 I 

Cukup jelas 
Ayat (2) 

Cukup jelas 

Pasal 19 
Cukup jelas 

Pasal 20 
Cuh1p jelas 

Pasal 21 
Cukup jelas 
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